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Tulisan ini mengulas tentang kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi
politik. Pengentasan kemiskinan telah menjadi topik bahasan sejak lama. Jika
dilihat dari berbagai faktor, angka kemiskinan telah meningkat lebih dari
sepertiga. Sementara, di bidang sosial dan politik telah terjadi trasnformasi besar
seiring semakin berkembangnya demokrasi dan desentralisasi pemerintahan.
Tulisan ini berfokus pada pembahasan kemiskinan yang tidak kunjung mereda
meski berbagai program pengentasan kemiskinan telah dicanangkan oleh
pemerintah. Pendekatan ekonomi politik dinilai relevan dalam menangani
masalah kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pertama, ekonomi politik
relatif mampu mengatasi kelemahan pendekatan ekonomi, pendekatan sosial,
dan budaya. Kedua, pendekatan ekonomi politik adalah kajian yang berusaha
menjelaskan konsekuensi-konsekuensi dari perubahan ekonomi dan politik
dalam pembangunan di suatu wilayah.

Reviewing the Concept of Poverty Through a Political Economy Approach

Abstract

This paper reviews poverty from a political economy perspective. Poverty alleviation
has been a topic of discussion for a long time. When viewed from various factors, the
poverty rate has increased by more than a third. Meanwhile, in the social and political
fields there has been a major transformation along with the development of democracy
and decentralization of government. This paper focuses on the discussion of poverty that
has not subsided even though various poverty alleviation programs have been launched
by the government. The political economy approach is considered relevant in dealing
with poverty reduction policy issues. First, political economy is relatively able to
overcome the weaknesses of the economic, social and cultural approaches. Second, the
political economy approach is a study that seeks to explain the consequences of
economic and political changes in development in a region..
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PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan dari program pembangunan
berkelanjutan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah di
seluruh dunia menetapkan kemiskinan sebagai tantangan utama bagi pembangunan
dan merumuskan beragam strategi kebijakan (Kwon & Kim, 2014; Sumner & Tiwari,
2011). Namun, pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 telah
menghambat laju penurunan kemiskinan secara global (Han et al., 2020; Hossain,
2021; Kumar & Pinky, 2021).

Data statistik Bank Dunia dan World Economic Outlook menunjukkan jumlah
orang miskin baru akibat pandemi meningkat, dari 88 juta menjadi 115 juta orang
jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem pada 2020. Kemiskinan telah menjadi semakin
parah di seluruh dunia dan kesenjangan semakin lebar di beberapa negara (Valensisi,
2020).

Kemiskinan adalah fenomena yang kompleks; tidak hanya terkait masalah
ekonomi atau pendapatan (Devereux, 2005; Haggblade et al., 2010), tetapi sering
dikaitkan dengan gender (Hilal, 2012), pendidikan (Peadar & Mary, 2012), kesehatan
(Wachira & Ruger, 2011; Zou et al., 2019) dan faktor lainnya. Namun, peningkatan
produktivitas pertanian, kemajuan teknologi pertanian, pengembangan pariwisata,
pendalaman jasa keuangan dan faktor perkembangan industri lainnya telah berperan
penting dalam pengurangan kemiskinan beberapa tahun terakhir. Sementara itu,
urbanisasi yang meningkat (Chen et al., 2019; Christiaensen et al., 2013), penerapan
informasi komunikasi yang luas (Mora-Rivera & Garcia-Mora, 2021) dan bahkan
faktor psikologis (Carr et al., 2014; Tamlinet al., 2021) juga memainkan peran penting

dalam pengurangan kemiskinan.

Pemerintah memainkan peran kunci dalam pengentasan kemiskinan
(Donaldson, 2007; Liu & Xu, 2016). Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan
umumnya berfokus pada daerah pedesaan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.
Pengentasan kemiskinan adalah peluang untuk memperbaiki keterbelakangan
pedesaan, sehingga menghilangkan dikotomi desa-kota yang terpisah dan
mempromosikan integrasi perkotaan-pedesaan (Ahlers & Schubert, 2013). Sementara
itu, konsep pengentasan kemiskinan multidimensi semakin ditegaskan; meskipun

pertumbuhan ekonomi merupakan alasan penting untuk penurunan tingkat
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kemiskinan (Li, 2014; Montalvo & Ravallion, 2010), lebih banyak pertimbangan
diberikan untuk beberapa dimensi termasuk produksi, kehidupan, kesehatan dan
pendidikan dari penduduk miskin (Liu & Xu, 2016).

Tulisan ini mencoba melihat tidak konsistennya ukuran kemiskinan yang
digunakan saat ini dari perspektif ekonomi politik. Meskipun data statistik melimpah
dan telah adanya kesepakatan global tentang pentingnya pemberantasan kemiskinan,

namun masih terdapat ketidakkonsistenan dalam mengukur kemiskinan.

Gagasan ekonomi politik bergantung pada keberadaan biaya dan manfaat
politik yang diperoleh dari pengukuran indikator yang kompleks atau sensitif secara
politik, dan pada keberadaan hubungan antara politik, polity, dan kebijakan. Interaksi
biaya dan manfaat politik ini—berbeda dari perspektif ekonomi, sosial, atau
peradilan—dibahas secara ekstensif dalam literatur ekonomi politik (Burgess et al.,
2015; Collier, 2011; Mesquita, 2005; Vining & Weimer, 2000).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Metode ini digunakan
karena secara bibliografi bermanfaat dalam menyatukan informasi empiris untuk
membentuk pokok bahasan artikel. Metode studi pustaka juga digunakan sebagai
alternatif untuk mengatasi keterbatasan penulis dalam melakukan kerja lapangan

langsung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
metode penelitian dari kepustakaan. Berbagai data sekunder antara lain: media massa,
artikel cetak dan online terkait kemiskinan. Sumber lainnya berupa rekaman video
yang menjadi data pendukung penelitian untuk lebih memahami kemiskinan, teori
ekonomi politik, dan dampak kemiskinan terhadap sosial politik. Data yang ada diolah

oleh penulis sesuai dengan metode critical reading.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat dan Tren Kemiskinan

Meskipun kemajuan besar telah diraih di berbagai bidang sejak tahun 1980-
an, kemiskinan tetap ada di negara-negara berkembang, dengan lebih dari 2,1 miliar
atau sepertiga dari semua orang di negara-negara berpenghasilan rendah dan

menengah menjadi miskin pada tahun 2011, hidup dengan kurang dari $2,00 per hari.
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Sekitar 1 miliar atau satu dari enam orang, sangat miskin, hidup dengan kurang dari
$1,25 per hari. Sebagian besar kemajuan telah dicapai dalam hal pengurangan jumlah
orang yang sangat miskin serta timbulnya kemiskinan ekstrem. Sangat sedikit
kemajuan yang telah dibuat dalam hal pengurangan jumlah orang yang hidup dengan
penghasilan antara 1,25 dan 2 dolar per hari, dengan jumlah mereka meningkat dari
tahun 1981 hingga 2005 setelah itu situasi berbalik dan ada penurunan, meskipun
kecil, dalam jumlah orang yang hidup dengan penghasilan antara $1,25 dan $2 per

hari.

Sebagian besar kemajuan dalam turunnya angka kemiskinan mencerminkan
pengurangan jumlah dan bagian orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem (mereka
yang hidup dengan kurang dari 1,25 dolar per hari). Kemiskinan ekstrem telah
menurun secara substansial di banyak wilayah, terutama di Asia Timur dan Pasifik
serta di Asia Selatan (ini, tentu saja, mencerminkan penurunan besar-besaran dalam
tingkat kemiskinan di Cina dan tidak terlalu dramatis, namun, penurunan substansial
untuk India. ). Di Afrika sub-Sahara, hanya sedikit kemajuan yang dicapai dan hampir
setengah dari populasi (46,9%) tetap ada sangat miskin. Meskipun ada kemajuan
dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di Asia Selatan, angka kemiskinan di sana
masih cukup tinggi, hampir 25%.

Masalah kemiskinan telah menjadi isu utama di berbagai negara. Tidak hanya
negara berkembang, negara maju juga menghadapi masalah kemiskinan. Tingkat
kemiskinan bukan lagi hanya soal kekurangan pangan, tetapi bagi sebagian
masyarakat bahkan sudah sampai pada tahap kelelahan dan kurang gizi yang ekstrim.
Banyak orang telah menjadi korban kurang gizi dan kelaparan yang tak tertahankan,

yang berujung pada kematian.

Sebagian besar orang menderita karena kemiskinan. Tekanan hidup yang berat
menghilangkan semangat, memunculkan perasaan kalah dan tidak berdaya, dan
berujung pada kematian, seperti bunuh diri. Bunuh diri dipandang sebagai satu-
satunya jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Kasus bunuh diri menunjukkan
kemerosotan manusia. Jatuhnya para korban ke dalam kemiskinan mengungkap
persoalan lain, yaitu berkurangnya kepekaan dan kepedulian secara kolektif maupun
individu. Para pemimpin kehilangan kepekaan terhadap penderitaan mereka yang

berjuang dengan kemiskinan. Sejumlah uang untuk program-program yang ditujukan
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untuk memperbaiki banyak orang miskin dicuri oleh skema korupsi yang semakin
canggih yang menyebar dari dari atas sampai bawah. Dampak dari kemiskinan
kolektif ini adalah kejahatan luar biasa yang membiarkan beberapa anggota
masyarakat bergulat dengan kerasnya hidup. Masalah kemiskinan menjadi lebih akut
ketika terjadi di negara yang dikategorikan sebagai negara yang memiliki kekayaan
sumberdaaya alam. Kekayaan sumberdaya alam seolah menjadi kutukan karena masih

ditemukan kelompok masyarakat yang hanya makan sekali dalam sehari.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat kemiskinan sebagai persoalan utama
setiap negara-bangsa. Pencarian solusi atas kemiskinan dilakukan hampir semua
negara dengan serangkaian uji coba kebijakan. Tujuannya jelas, kebijakan diarahkan
dan diharapkan dapat menanggulangi masalah dan mengurangi angka kemiskinan
serta mengangkat derajat orang miskin. Di Indonesia, misalnya, sejumlah program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan, infrastruktur, dna kapasistas
telah dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), PUAP,

PPIP, dan berbagai program lainnya yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Namun, program-program pengentasan kemiskinan nampaknya belum cukup
menjadi solusi. Kemiskinan adalah fenomena multidimensi. la adalah fenomena
politik, sosial, ekonomi, serta budaya yang kompleks dan memiliki sifat unik dan
spesifik. Kemiskinan menjadi unik dan spesifik karena, pertama, penyebab
kemiskinan antara satu wilayah dan wilayah lainnya tidak sama. Kedua, kelompok
miskin dalam suatu wilayah memiliki karakter dan respon yang berbeda terhadap
situasi miskin yang dihadapi. Ketiga, kemiskinan merupakan fenomena sosial-
ekonomi, politik dan kultural, tidak semata-mata fenomena kewilayahan (Nurhasim
etal., 2014).

Selain itu, dalam tataran praktis, sasaran program pengentasan kemiskinan
adalah wilayah secara luas. Hal ini menyebabkan program yang disebarkan kepada
warga tidak tepat sasaran, bukan kepada orang miskin, karena program tidak khusus
bagi kaum miskin, tetapi warga secara luas. Akibatnya program pengentasan
kemiskinan kurang menjawab persoalan kaum miskin. Seharusnya program disuusn
atas dasar penyebab kemiskinan yang dihadapi komunitas warga miskin.
Pemberdayaan, infrastruktur dan program berbasis kapasitas juga sangat dipengaruhi

olen pemahaman hak-hak politik, dengan asumsi bahwa jika masyarakat miskin
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terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan dan pemantauan program, mereka
secara tidak langsung dapat mengatasi kemiskinan yang mereka hadapi. Namun dalam
praktiknya, mereka didiskualifikasi pada saat penentuan program karena program

tersebut mengharuskan kompetisi.

Program pengentasan kemiskinan yang terlalu di dominasi pembelajaran hak-
hak politik warga pun menyebabkan minimnya pemberdayaan bagi kaum
miskindalam beberapa kasus bahkan kaum miskin kesulitan mengakses dana program
pemberdayaan (permodalan atau simpan pinjam) karena ada kekhawatiran tidak dapat

mengembalikan dana.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk mengatasi kelemahan dari
kebijakan pengentasan kemiskinan adalah pendekatan ekonomi politik. Pentingnya
pemahaman pendekatan ekonomi politik bahwa pendekatan ekonomi politik dinilai
mampu mengatasi kelemahan pendekatan dari segi ekonomi, pendekatan sosial dan
kultural, serta pendekatan kemanusiaan semata. Pendekatan ekonomi politik menjadi
alat penjelas bagi masalah-masalah kemiskinan secara lebih komprehensif.
Pendekatan ekonomi politik juga diharapkan tidak hanya mengatasi kekurangan-
kekurangan yang ada dalam ilmu ekonomi tetapi juga kelemahan-kelemahan dalam
ilmu politik. Menurut Rachbini, pendekatan ekonomi umumnya hanya menelisik
aspek kelembagaan pasar tanpa menyentuh kelembagaan non-pasar. Sementara
politik biasanya kekurangan kerangka analisisnya untuk melihat fenomena ekonomi
atas dasar institusi pasar. (Rachbini, 1994)

Dalam mengkaji masalah kemiskinan melalui pendekatan ekonomi politik ini,
bidang politik menjadi subordinat bidang ekonomi. Sistem politik digunakan sebagai
latar untuk menganalisis fenomena ekonomi dimana peristiwa ekonomi terjadi.
Ekonomi dilihat sebagai suatu tindakan, sementara politik adalah ruang bagi tindakan
tersebut. Dalam hal ini, pendekatan ekonomi politik bertujuan untuk menjelaskan
berbagai tindakan ekonomi yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu dalam aktivitas
politiknya. Pemikiran pendekatan ekonomi politik, misalnya, muncul dalam bentuk

analisis tentang rent-seeking di negara berkembang.

Asumsi utama dari pendekatan ekonomi politik adalah setiap individu atau
kelompok kepentingan berusaha untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Semua

sumberdaya ekonomi dan politik yang mereka miliki digunakan untuk mencapai
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tujuan. Salah satu sumber ekonomi politik yang umum digunakan adalah lobi. Sebuah
kebijakan muncul sebagai hasil dari lobi. Persoalannya, kebijakan yang dibuat melalui
proses lobi akan berdampak besar ketika diterapkan. Proses lobi dapat memakan
waktu karena membuat keputusan yang diambil melewati mekanisme politik dan

ekonomi pada akhirnya tidak dapat merespon dengan cepat perubahan dan teknologi

baru (Oktavianti, 2008).

Kemiskinan di Perdesaan dan Perlindungan Sosial

Kemiskinan ekstrem lebih sering terjadi di pedesaan daripada di perkotaan.

Bank Dunia memperkirakan bahwa, pada tahun 2010, 78% dari masyarakat yang

sangat miskin tinggal di daerah pedesaan (World Bank, 2015d).

Orang pedesaan di sebagian besar negara berkembang, tetapi terutama di sub
Sahara Afrika, mengandalkan pertanian untuk bagian penting dari pendapatan mereka
(World Bank, 2007). Rumah tangga pedesaan meruapkan contoh untuk rumah tangga
pertanian. Meskipun pertanian lebih umum di antara rumah tangga pedesaan daripada
perkotaan, rumah tangga perkotaan terlibat dalam budaya pertanian dan keterlibatan
itu tidak dapat diabaikan. Zezza dan Tasciotti (2010) menunjukkan bahwa bagian

rumah tangga perkotaan yang terlibat dalam pertanian (produksi tanaman dan/atau

pemeliharaan ternak) bervariasi dari minimal 10% sampai maksimum 70%.

Perbincangan tentang ekonomi politik pedesaan di Indonesia tidak lepas dari
kebijakan publik. Negara mempengaruhi desa secara legal formal yang berimplikasi
pada perubahan besar terkait dengan independensi desa dalam mengatur
perekonomiannya sendiri (Jati, 2016). Desa adalah entitas yang dapat dikatakan
merdeka dan bebas dari pengaturan negara. Berbagai studi antropologis yang
mengkaji desa melihat proses ekonomi politik yang terjadi di pedesaan sebagali
kapitalisme periferi. Karena corak ekstraktif dari moda dan alat produksi dalam

aktivitas ekonominya. Nilai yang dihasilkan dari produksi subsisten tersebut bersifat

mikro material. Upaya improvisasi faktor produksi masih sangat minim.

Dalam pengaturan sumber daya eknnomi di tingkat desa dikenal istilah
common pool resources. Istilah ini berarti bentuk pengelolaan bersama yang
dilakukan oleh setiap anggota komunitas masyarakat. Mekanisme pengelolaannya,

yaitu setiap anggota masyarakat sendiri memiliki cara untuk memastikan bahwa

sumber daya alam sendiri terbagi secara merata (Hardin, 1968)
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Masyarakat menunjukkan peran aktif dengan memastikan ketersediaan
sumber daya ekonomi berjalan seimbang. Pada dasarnya, common pool resources
adalah bagian dari rezim pengaturan sumber daya ekonomi seperti state way maupun
market way. Adapun state way lebih mengedepankan adanya pengaturan negara
dalam pengaturan redistribusi tersebut (Jati, 2016). Pengaturan oleh negara bisa lebih
fleksibel dan simultan. Ini menjadi karakteristik sebuah negara untuk melakukan

monopoli tunggal atas pelayanan publik.

Dalam praktik pengentasan kemiskinan pendekatan politik dan pilihan
kebijakan berpengaruh terhadap hasil pengentasan kemiskinan. Suatu negara atau
wilayah menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbeda berdasarkan
situasi aktual (Ayala et al., 2011). Untuk mencapai tujuan pengurangan kemiskinan,
setiap negara, di bawah kendali institusi-institusi politiknya, mengadopsi kebijakan
yang tepat, seperti prioritas yang diberikan kepada sektor pedesaan (Gaspart, 2013),
transfer pendapatan (Notten, 2016), upah minimum, reformasi administrasi, dan
kebijakan preferensi kelompok khusus. Efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan
berbeda-beda. Misalnya, Malaysia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat
melalui bauran kebijakan yang efektif, sedangkan pengurangan kemiskinan di

Pakistan kurang efektif karena ketimpangan distribusi pendapatan (Stewart, 2013)

Perlindungan sosial adalah salah satu tanggapan langsung pemerintah terhadap
kemiskinan. Program perlindungan sosial, jika dirancang dengan tepat dan tepat
sasaran, membantu mengisi kekurangan pendapatan dan konsumsi masyarakat miskin
rumah tangga. Ketika diberikan pada interval yang teratur dan dapat diprediksi,
mereka juga memiliki dampak produktif dengan menyediakan beberapa tingkat
jaminan di mana rumah tangga dapat mengambil keuntungan dari peluang ekonomi.
Selanjutnya, manfaat sosial perlindungan mungkin memiliki dampak berlipat ganda

pada masyarakat lokal dan ekonomi (FAO, 2015).

Memaknai Dimenasi Kemiskinan

Kemiskinan telah berkembang dalam hal konsep, definisi dan interpretasi.
Kemiskinan pertama mengacu pada konsep kemiskinan relatif dan kemiskinan
absolut, yang kemudian berkembang menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan
struktural. Kemiskinan secara luas dipahami sebagai kekurangan uang dan barang.

Hal ini menjadikan kemiskinan sebagai fenomena multidimensi dan secara paradoks,
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bahkan dalam konteks Indonesia, kemiskinan menghadirkan keunikan tersendiri.
Lebih tragis lagi, kemiskinan di Indonesia mengarah pada kondisi yang dikenal

sebagai lingkaran setan kemiskinan.

Secara konseptual, kemiskinan terletak pada masalah ekonomi dan sosial.
Sebagai masalah ekonomi, kemiskinan disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu
kurangnya pendapatan dan jumlah kalori per individu. Sedangkan sebagai masalah
sosial, kemiskinan dipandang sebagai keterbatasan individu dalam berpartisipasi
dalam pembangunan karena kurangnya pendidikan dan keterasingan yang memadai,

sehingga menyulitkan individu untuk mencapai tingkat kebahagiaan yang sama.

Kemiskinan dapat diklasifikasikan dan diukur dari empat perspektif. Pertama,
sudut pandang moneter. Dalam perspektif moneter kemiskinan dipandang sebagai
kurangnya individu untuk mencapai tingkat konsumsi minimum. Pandangan ini
mengukur kesejahteraan konsumsi total individu. Dalam kacamata moneter seseorang
masuk kategori miskin apabila pengeluaran atau pendapatannya di bawah rata-rata.
Pendekatan ini telah diterima secara luas karena mudah diterapkan dan mudah

ditemukan solusinya.

Kedua, pendekatan kemampuan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa
pembangunan dilihat sebagai perluasan kemampuan manusia, bukan hanya sebagai
pemaksimalan utilitas dari penggunaan tersebut, yaitu pendapatan. Pendekatan ini
dikontraskan dengan pendekatan moneter karena lebih menitikberatkan pada indikator
kebebasan (freedom) untuk menghidupi diri sendiri daripada nilai-nilai kehidupan.
Kemiskinan dari perspektif kapasitas didefinisikan sebagai kurangnya kapasitas atau
ketidakmampuan individu untuk mencapai kompetensi dasar. Kapasitas dasar yang
dimaksud tidak lain adalah kemampuan untuk melakukan secara maksimal fungsi-
fungsi vital individu guna mencapai standar hidup minimal yang memadai. Indikator
yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah harapan hidup, kesehatan,

interaksi emosional, emosional dan sosial serta perlindungan dan diskriminasi.

Pandangan ketiga adalah pendekatan eksklusi sosial. Perspektif ini umumnya
diterima di negara-negara industri untuk mewakili proses marginalisasi dan
perampasan hak atas pemenuhan ekonomi dasar. Meskipun hal ini sangat tidak
mungkin, karena banyak negara maju memberikan perlindungan sosial yang

komprehensif. Misalnya, komunitas Uni Eropa. Dalam masyarakat Uni Eropa,
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pengucilan sosial didefinisikan sebagai kondisi yang membuat individu atau
kelompok dikeluarkan sepenuhnya atau sebagian dari partisipasi penuh dalam
masyarakat tempat mereka tinggal. Pada tingkat aplikasi, definisi ini dapat dilihat dari
langkah-langkah seperti tingkat pengangguran, akses ke perumahan, pendapatan
minimum dan eksposur sosial, dan pembatasan kewarganegaraan dengan hak-hak
demokratis. Di negara berkembang, pendekatan ini umum di India, Venezuela,

Tanzania, Tunisia, Kamerun dan Thailand (Yustika, 2009).

Keempat, pendekatan partisipatif. Selama ini definisi kemiskinan ditentukan
oleh pihak luar tanpa melihat kemiskinan dari sudut pandang orang miskin itu sendiri.
Pendekatan ini bertujuan untuk membayangkan kembali dan mengubah praktik-
praktik ini dengan melibatkan masyarakat miskin dalam proses pengambilan
keputusan untuk mengidentifikasi masyarakat miskin dan tingkat kemiskinan. Konsep
penilaian kemiskinan partisipatif (PPA/Participatory Poverty Assessment) diadopsi
dari konsep Participatory Rural Assessment (PRA). Sebenarnya, pendekatan ini
dibagi menjadi tiga kategori, yaitu asosiasi dengan penentuan nasib sendiri dan
pemberdayaan, asosiasi yang meningkatkan efektivitas program, dan penekanan pada
pembelajaran satu sama lain. Pendekatan ini cukup kompleks untuk diterapkan karena
melibatkan banyak aspek yang berbeda, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi dan

lingkungan politik lokal.

Pendekatan kemiskinan di atas mempertahankan tiga pandangan yang ada
tentang penyebab kemiskinan, yaitu pendekatan struktural yang lebih dekat dengan
pandangan eksklusi sosial, di mana kebijakan pemerintah tidak mendukung bantuan
kepada orang miskin. Bentuk kemiskinan yang paling umum adalah kemiskinan
struktural. Kemiskinan ini bukan bersifat individual melainkan kemiskinan kelompok
masyarakat karena berbagai penyebab kondisi masyarakat yang kompleks dan
kompleks. Keadaan ini berlangsung lama. Dalam jangka pendek, tidak cukup hanya
berurusan dengan program pembangunan. Hal ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan

pengetahuan tentang kondisi dan karakteristik masyarakat miskin.

Pandangan sumber daya lebih dekat dengan pendekatan moneter yang lebih
luas. Kemiskinan dianggap karena tidak tersedianya sumber daya ekonomi dan alam.
Sementara itu, situasi kemiskinan kultural disebabkan oleh sikap hidup sebagian

masyarakat miskin yang tidak memiliki kemauan untuk berubah. Pada akhirnya,
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perbedaan pandangan ini mengarah pada dua situasi, yaitu kemiskinan relatif dan
kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut berada di bawah garis kemiskinan jika
digunakan pendekatan moneter. Kemiskinan absolut biasanya diukur dengan standar
yang nyata. Orientasi pengukurannya pada kebutuhan hidup dasar minimal
masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan. Namun, karena ukurannya dibuat
lebih dulu membuat ukuran yang digunakan satu negara dengan negara lain berbeda.
Pengukuran kemiskinan absolut mengundang beragam kritik sebab satu ukuran dibuat
untuk semua konteks masyarakat, padahal kebutuhan sandang, pangan, dan papan
berbeda-beda. Selain itu adanya pemikiran yang memasukan pendidikan, rekreasi, dan

keamanan sebagai bagian kebutuhan dasar hidup.

Sedangkan kemiskinan relatif identik dengan ketimpangan pendapatan.
Biasanya, program pengentasan kemiskinan berfokus pada peningkatan mereka yang
berada dalam kemiskinan absolut. Sementara itu kemiskinan relatif didasarkan pada
the idea of relative standard. Kemiskinan relatif memperhatikan dimensi tempat dan
waktu. Asumsinya kemiskinan di suatu wilayah dan masa tertentu tidak sama dengan
kemiskinan di wilayah dan masa yang lain. Ukurannya berorientasi pada derajat
kelayakan hidup. Kritik terhadap kemiskinan relatif ini adalah sulitnya menentukan
potret hidup layak, apa yang dianggap layak oleh masyarakat tertentu belum tentu oleh
masyarakat lain. Namun, konsep kemiskinan relatif dinilai lebih tepat karena
mempermudah pengambil kebijakan merumuskan strategi efektif untuk merumuskan

jalan keluarnya. (Sunyoto, 2006)

Dimensi Sosial Dan Politik Kemiskinan

Dimensi sosial politik dari kemiskinan berfokus pada derajat akses terhadap
kekuasaan, termasuk tatanan sistem sosial politik, yang dapat menentukan alokasi
sumber daya yang berpihak pada kelompok orang atau tatanan sistem sosial. Politik
melihat kemiskinan sebagai gejala yang secara tidak langsung mempengaruhi

perkembangan kreativitas manusia dan sosial, dan pada gilirannya kualitas manusia.

Kebijakan pemerintah dalam kerangka sosial-politik mungkin disengaja atau
tidak disengaja, beberapa di antaranya mengarah pada kemiskinan. Hal ini sesuai
dengan pandangan para ahli teori politik bahwa kebijakan pemerintah yang buruk
adalah penyebabnya, bukan masyarakat miskin dan negara menjadi miskin (poor

making countries poor). Banyak kebijakan ekonomi pemerintah yang berkontribusi
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dalam mempersulit upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, terutama kebijakan
yang menetapkan harga pokok rendah dan subsidi impor beras dan bahan pangan
lainnya, telah menurunkan semangat petani untuk menanam padi, merupakan
kebijakan ekonomi yang mengabaikan sektor pertanian atau tidak mempertimbangkan
hubungan antara pertumbuhan pertanian dan industri. Di lain pihak, di beberapa
negara berkembang kemiskinan dan pengentasan kemiskinan digunakan sebagai alat
tawaran pemenang dalam pemilihan umum (pemilu), namun isu-isu tersebut tidak

selalu menjadi agenda setelah kemenangan.

Tidak mudah untuk menentukan jumlah orang miskin dengan tepat. Secara
umum, jika seseorang atau sekelompok orang tidak menyadari hak dasar untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak, satu kalimat dengan
makna yang sangat luas dapat menangani seluruh pembahasan. Misalnya, apa artinya
menjalani kehidupan yang layak? Apa saja hak-hak dasar itu? Selain itu, tidak semua
hak-hak dasar dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik terancam
atau terancam oleh kekerasan. Dari pengertian di atas kemiskinan adalah masalah
multidimensi yang sulit diukur, sehingga pendekatan pengukuran yang digunakan
perlu disatukan. Salah satu konsep yang digunakan untuk menghitung kemiskinan
yang sering digunakan adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam
konsep ini, penyempitan berarti kemiskinan hanya dapat dilihat sebagai kondisi
ekonomi yang tidak dapat menutupi kebutuhan dasar dan non-pangan (Suhariyanto,
2011).

Saat ini ekonomi politik untuk kemaslahatan rakyat sedang diuji dengan sangat
serius. Ketika pertumbuhan ekonomi dianggap berhasil, namun kesejahteraan rakyat
di bawahnya dipertanyakan. Terdapat kontradiksi pada wacana kinerja dan kebijakan
untuk menjadi "unggul" dalam kinerja ekonomi oleh pemerintah di satu sisi dan
masalah kemiskinan serta sektor informal yang masih buruk belum terselesaikan di
sisi lain. Situasi ini dikaitkan dengan kemiskinan yang meluas dan tidak dapat diukur

dengan standar kemiskinan tunggal.

Tiga Ciri Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan di Indonesia memiliki tiga ciri utama. Pertama, banyak rumah
tangga yang berada di atas garis kemiskinan nasional. Artinya, itu adalah persyaratan

minimum bagi orang Indonesia di tingkat nasional. Pada dasarnya kebutuhan
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minimum ini didasarkan pada kebutuhan kalori yang berjumlah 320 kg beras per tahun
di perdesaan dan 80 kg beras per tahun di perkotaan. Ini setara dengan kebutuhan

kalori sebesar 1.821 kalori per tahun atau setara dengan 0,99. kg beras per hari

(Sumardi Mulyanto dan Evers, 1999)

Kedua, pendapatan menjadi ukuran kemiskinan mengaburkan garis
kemiskinan. Beberapa orang mungkin tidak tergolong kaum miskin dalam
pendapatan, tetapi karena kurangnya akses pada layanan dasar dan indikator
pembangunan manusia yang rendah. Ketiga, wilayah Indonesia secara geografis

sangat luas dan beragam. Keluasan dan keragaman ini menyebabkan perbedaan

karakteristik yang mendasari kemiskinan di Indonesia.

Selanjutnya, garis kemiskinan yang ditarik selalu merupakan garis kemiskinan
yang rendah. Itu berarti ratusan orang harus membeli listrik, menikmati air bersih,
nutrisi yang lebih baik, perumahan yang layak, dan hidup dalam isolasi sosial dan
geografis. Mereka masih tidak dapat menyekolahkan anak-anak mereka dan
kekurangan perawatan medis yang memadai. Semua pengeluaran untuk kebutuhan
dasar sekarang tampak buruk. Tidak hanya harga komoditas yang terus naik, tetapi
juga biaya lain seperti transportasi, listrik, dan biaya kuliah. Situasi ini telah lama
dipersalahkan sebagai penyebab meningkatnya angka putus sekolah.
Ketidakmampuan keluarga untuk mendukung pendidikan pasca sekolah menengah
bagi anak-anaknya membuat banyak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke
sekolah menengah, apalagi perguruan tinggi. Tak heran jika banyak anak-anak yang

duduk diam di jalan tanpa ada gerakan apapun. Situasi ini mempengaruhi rumah.

Insiden kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat.

Ketika kita berbicara tentang masalah kemiskinan, satu-satunya solusi adalah
memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan akses politik. Dengan
meningkatnya kegiatan ekonomi, lebih banyak pekerjaan akan tercipta. Orang
mendapatkan penghasilan ketika mereka memiliki pekerjaan. Dengan tingkat
pendapatan tersebut, mereka memiliki daya beli dan dapat meningkatkan kualitas

keluarganya. Perekonomian dapat berubah lebih cepat karena orang memiliki daya

beli yang lebih besar.
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Para pakar kebijakan dan politik menunjukkan bahwa salah satu masalah
mendasar adalah arah pembangunan ekonomi yang sangat tidak menguntungkan bagi
ekonomi mikro. Situasi ini menyebabkan konsentrasi industrialisasi yang moderat dan
akibatnya sektor-sektor ekonomi yang dijalankan oleh sebagian besar kabupaten atau

kota tidak diperhitungkan.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berusaha mengembalikan pertumbuhan
ekonomi ke tingkat sebelum Covid-19, tetapi masih di dominasi oleh orang-orang
sangat kaya yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang ditunjukan
dengan tingginya konsumsi rumah tangga. Sektor industri, di sisi lain, berfokus pada
penciptaan nilai untuk menyerap pekerjaan. Industrialisasi bisa menjadi satu indikator

suksesnya pertumbuhan ekonomi tetapi justru melemah.

Dari perspektif ekonomi politik, ketimpangan pembangunan antar sektor
ekonomi disebabkan oleh kegagalan strategi pembangunan. Dukungan politik bagi
pembangunan sektor industri tanpa partisipasi sektor pertanian secara historis telah
menciptakan banyak relung bagi masyarakat miskin. (Yustika, 2009). Sayangnya,
meskipun ada persyaratan khusus seperti dalam pemberian subsidi, sistem
perdagangan, lisensi dan monopoli, pembangunan industri skala besar yang
digalakkan oleh pemerintah gagal. Di sisi lain, kebijakan ini telah meningkatkan
konsentrasi sektor industri dengan struktur pasar yang berkembang dengan baik.
Tingkat ketimpangan yang tinggi berdampak besar tidak hanya pada perekonomian,
tetapi juga pada keadaan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, bisa dikatakan
bahwa "kesenjangan adalah kerentanan kritis". Ini juga berlaku untuk orang
Indonesia. Inti dari kesenjangan tersebut adalah tidak setaranya dalam akses ke
sumber daya ekonomi. Masalah ketimpangan adalah masalah keadilan yang terkait
dengan masalah sosial (Oman, 2005). Masalah ketimpangan erat kaitannya dengan

masalah kemiskinan.

Sosiolog Mochtar Naim, melaporkan bahwa sejauh ini hanya "apa, bagaimana,
dan dengan hasil apa secara makro, dibagi dengan total populasi" yang ditekankan.
Dia melaporkan bahwa dia tidak pernah mengatakan, "Oleh siapa, untuk siapa,
menurut stratifikasi sosial.” Di sisi lain, masyarakat Indonesia sangat kompleks dan
berlapis bahkan cenderung dualistik dan dikotomis. Sayangnya, seperti di masa

kolonial, stratifikasi dan dualisme atau dikotomi sosial ini cenderung etnosentris dan
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bias etnis, sekelompok orang menguasai sebagian besar kekayaan negara. Kelompok
masyarakat hukum adat terbesar yang menjadi ahli waris yang sah dari republik ini

menerima bagian dan bagian terkecil.
Pengaruh Politik dan Pandemi Covid-19 terhadap Kemiskinan

Dalam perekonomian Indonesia, penyebab utama kemiskinan adalah
buruknya praktik pembangunan akibat buruknya perumusan kebijakan ekonomi
(sosial dan politik) di sektor pertanian. Selanjutnya, sektor-sektor ekonomi kecil yang
didominasi partisipasi masyarakat, seperti sektor informal, seringkali tersingkir untuk
digantikan oleh kegiatan ekonomi yang lebih modern, seperti pabrik, manufaktur,

pusat perbelanjaan, dan pusat komersial dan industri.

Namun, sejak Maret 2015 hingga September 2019, jumlah penduduk miskin
di Indonesia cenderung menurun. Jumlah penduduk miskin turun dari 28,59 juta
menjadi 2,79 juta. Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 25,95 juta
pada Maret 2018, turun dari 280.000 pada September 2018, turun menjadi 530.000
pada Maret 2019, dan 350.000 pada September 2019. Daerah perkotaan kehilangan
13.100, 530.000 dan 137.000, sedangkan daerah pedesaan masing-masing kehilangan
262.100 (27.000) dan 880.000. Jumlah penduduk miskin perkotaan mulai meningkat
pada Maret 2019, sedangkan jumlah penduduk miskin pedesaan menurun antara
Maret 2019 hingga September 2019. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat
kemiskinan perkotaan terus meningkat dari 7,07 poin persentase pada Maret 2018
menjadi 6,56 poin persentase pada September 2019. Prevalensi pedesaan menurun
13,20 poin persentase menjadi 12,6 poin persentase pada Maret 2018. Angka
pengentasan kemiskinan di perdesaan sedikit lebih tinggi daripada di perkotaan,
namun angka menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pedesaan masih lebih
tinggi daripada jumlah penduduk miskin perkotaan. Antara September 2019 dan
Maret 2020, jumlah dan prevalensi kemiskinan perkotaan, pedesaan, dan nasional
meningkat. Jumlah penduduk miskin meningkat masing-masing sebesar 1.300.000,
333.000 dan 1.630.000 poin atau 0,82 poin persentase, 0,22 poin persentase, dan 0,56
poin persentase. Jumlah rumah tangga miskin pada Maret 2020 sebanyak 26,2 juta,
meningkat 1,63 juta (9,78%). Dari perspektif regional, tingkat peningkatan
kemiskinan di perkotaan jauh lebih tinggi daripada di perdesaan. Kesenjangan antara

kemiskinan perkotaan dan pedesaan tetap besar.
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Daerah-daerah di Indonesia menunjukkan derajat dan derajat kemiskinan yang
berbeda-beda, dengan tingkat kemiskinan dan keparahan yang berbeda-beda.
Informasi ini penting dalam merencanakan tindakan mitigasi. Jika ada kebijakan
alokasi anggaran sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan, perlu
diperhatikan jumlah penduduk miskin, angka kemiskinan, indeks kedalaman, dan
indeks keparahan kemiskinan. Proses umum tidak efektif dan tidak efektif dalam

mencapai tujuannya dan harus dihindari dalam desain dan implementasi program.

Data profil kemiskinan yang konsisten menunjukkan bahwa mayoritas
penduduk miskin Indonesia tinggal di pedesaan. Berdasarkan pulau, Jawa memiliki
jumlah terbesar. Menurut data BPS 2018, setiap negara bagian memiliki lebih dari 3
juta orang miskin. Namun demikian, angka kemiskinan tertinggi (penduduk miskin
dengan jumlah penduduk lebih besar dari 20 ribu) terdapat di Indonesia bagian timur,
yaitu provinsi NTT, Papua dan Papua Barat (Bappenas 2018). Penyebab utamanya
adalah ketidakberdayaan karena keterisolasian geografis dan kurangnya akses
telekomunikasi, teknologi, dan faktor yang dominan adalah masyarakat yang hidup
dari pertanian tetapi tidak memiliki produk-produk kelas atas (Bappenas 2018, 2020).
Tingginya tingkat bencana alam dan perubahan iklim juga berperan, karena sering

merusak lahan pertanian, perumahan dan fasilitas umum.

Pandemi Covid-19 yang melanda perekonomian global telah menghentikan
tren penurunan kemiskinan. Ketika Covid-19 muncul pada akhir tahun 2019 dan
menyebar serta melanda China secara lokal pada akhir Januari 2020, baru menyebar
secara global dari Februari hingga akhir Mei, dan badan penasihat lainnya juga telah
membuat keputusan strategis lainnya. Dunia (pemerintah, swasta, akademisi, Bank
Dunia dan IMF) memperhitungkan hal ini, sehingga prospek ekonomi setelah 2020
diperkirakan menggunakan asumsi biasa (Muhyiddin, 2020)

Pemerintah Indonesia kemudian akan mengatur Pembatasan Sosial Besar
(PSBB) yang diberlakukan oleh daerah, negara bagian, atau kabupaten/kota,
tergantung dari berat ringannya wabah tersebut. Hal ini dilakukan oleh pemerintah
pusat melalui Kementerian Kesehatan. evaluasi. Aturan pelaksanaan PSBB diatur
dalam Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Selain itu, aturan PSBB tertuang dalam Peraturan Presiden (Keppres) Nomor 11

Tahun 2020 yang mengatur tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. PP dan
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Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020.

Kebijakan PSBB mempengaruhi pertumbuhan penduduk miskin.

Kebijakan PSBB jelas bukan untuk rakyat miskin. Meski pemerintah telah
mengeluarkan banyak kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi terhadap
masyarakat miskin, namun secara umum kebijakan tersebut masih memiliki
kelemahan. Kelemahan pertama adalah pengentasan kemiskinan (biasanya)
diterapkan secara konsisten tanpa mengaitkan dengan konteks sosial, ekonomi dan
budaya (kota) masing-masing daerah. Akibatnya, kebijakan di satu lokasi

(masyarakat) seringkali tidak konsisten, meskipun program berhasil di lokasi lain

(masyarakat).

Kedua, penggunaan parameter pihak eksternal (dipaksa dari luar) dan terlalu
ekonomis (moneter). Artinya, konsep pengentasan kemiskinan bergerak ke arah yang
salah dan sifat dasar kemiskinan semakin berkurang. Ketiga, pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan terlalu birokratis dan banyak yang gagal karena prosedur
yang rumit. Keempat, pengentasan kemiskinan seringkali bermotif politik sehingga
tidak masuk akal untuk meningkatkan status sosial ekonomi orang miskin. Kelima,
karena kebijakan anti-kemiskinan tidak melihat aspek institusi ekonomi sebagai

prinsip untuk diadopsi, beberapa kebijakan tersebut gagal karena aturan mainnya tidak

dirancang untuk memenuhi kebutuhan.

Selain itu, pandangan lain berpendapat bahwa pada dasarnya ada dua faktor
penting yang dapat menyebabkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan di
Indonesia. Pertama, program pengentasan kemiskinan biasanya berfokus pada upaya
untuk mendistribusikan manfaat sosial kepada masyarakat miskin, seperti beras untuk
masyarakat miskin dan Program Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin (JPS).

Upaya tersebut akan sulit untuk mengatasi masalah kemiskinan saat ini. Karena sifat

dukungan tidak memberdayakan dan bahkan dapat menyebabkan kecanduan.

Program bantuan yang berfokus pada kedermawanan pemerintah sebenarnya
dapat memperburuk moral dan perilaku orang miskin. Program untuk membantu
orang miskin harus lebih fokus pada pengembangan budaya efisiensi ekonomi dan
kemampuan untuk membebaskan orang dari kecanduan kronis. Di sisi lain, program

bansos ini juga dapat menimbulkan korupsi distribusi. Hibah teratas akan dikirim

langsung ke perbaikan
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PENUTUP

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang khusus, perlu penanganan
terpadu, persisten dan dipraktekkan secara konsisten. Mayoritas negara berkembang
selalu memperhatikan aspek kebijakan sosial sebagai andalan program mereka. Ini
bisa menjadi rencana pengurangan kemiskinan. Secara umum program-program
peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya di Indonesia di masa
pandemi Covid-19, masih berorientasi pada peningkatan ekonomi yang berupa
pertumbuhan dan belum berorientasi pada penguatan masyarakat di tingkat akar
rumput. Oleh sebab itu persoalan produktivitas bagi kelompok masyarakat miskin
secara agregat masih belum mendapat perhatian layak. Kenyataan tersebut ditambah
dengan munculnya ketidakadilan di dalam proses implementasi yang ternyata lebih
menguntungkan kelompok yang dekat dengan kekuasaan ketimbang kaum miskin
kondisi ini terjadi begitu lama sehingga memunculkan kondisi dependensi baik secara

ekonomi maupun politik.

Secara alamiah setiap orang mendambakan kehidupan yang layak dan bebas
dari kemiskinan. Namun, situasi seperti itu hanya memenuhi kepuasan hidup pribadi.
Padahal, manusia adalah makhluk sosial, yang berarti setiap orang adalah bagian dari
masyarakat. Sebagai makhluk sosial (Dumairy, 1997), manusia harus "hidup
bersama" masyarakat lainnya. Kesetaraan kemakmuran dalam arti nuansa adalah cara
agar masyarakat dapat hidup sehat dan damai dalam masyarakat tanpa menimbulkan
kebencian sosial. Kesetaraan sama pentingnya dengan kemakmuran. Menurunkan

angka ketimpangan sama pentingnya dengan mengurangi kemiskinan.

Berbagai pengukuran statistik telah menunjukkan masih adanya kesenjangan
tingkat Kkesejahteraan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Kebahagiaan
meningkat untuk beberapa variabel, tetapi perbedaannya sangat mencolok. Angka
melek huruf penduduk di atas usia 10 tahun di perkotaan lebih tinggi daripada di
pedesaan. Bayi perkotaan dan anak balita berprestasi lebih baik di sekolah daripada
teman sebayanya di pedesaan. Bangunan rumah penduduk kota jauh lebih baik
daripada rumah penduduk pedesaan. Indikator kualitas hidup juga lebih baik di kota
ketimbang di desa. Semua ini cukup untuk menunjukkan bahwa masih ada

kekhawatiran tentang kesenjangan kehidupan sosial antara masyarakat pedesaan dan
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perkotaan. Ketimpangan sosial tidak hanya terjadi antar individu dan kelompok
melainkan juga antar daerah. Kita membutuhkan pengurangan kemiskinan. Sampai
batas tertentu, kemiskinan dikaitkan dengan ketidaksetaraan. Tetapi mengurangi
kemiskinan tidak berarti mengurangi ketimpangan. Sebagai bangsa, kita tidak hanya
ingin hidup sejahtera (bukan kemiskinan), tetapi kita juga menginginkan kesatuan

dalam kemakmuran, kemakmuran yang setara tanpa perbedaan yang mencolok satu

sama lain.
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